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STAKEHOLDERS DALAM PENANGANAN
GELANDANGAN PSIKOTIK DI DAERAH

Tateki Yoga Tursilarini
ABSTRAK

Permasalahan sosial yang semakin mengkhawativkan dan memerlokan perhatian, Kususnya di koka-
kota besar tampak terlihat dengan semakin meningkatnya jumlal orang gila (psikofik) yang hidup
menggelandang. Fenomena sosial tersebut dapat dijumpai di sepanjang jalan, trotoar, dekat lampu merah,
Jembatan, perempatan jalan, di pasar, pusat pertokoan dan sebagainya, yang tentunya keberadaan mercka
akan mengganggu ketertiban, kebersihan lingkungan kota, Oleh Karena itu penanganan pada gelandangan
psikotik memerlukan keterlibatan berbagai instansiflembaga sosial baik pemerintah maupun swasta yang
peduli dengan permasalahan tersebut, karena gelandangan psikotik membutuhkan penanganan yang
mulfisektor abane multidisiplin ilmu karena Sl:ﬁ]!]:yﬂ yang memerlukan pelayanan secara medis psikiatrik,
sostal, budaya.

Swmber data dalam penelitian ini instansi daerah yang terkail delam penanganan gelandangan
psikotik yaitu Dinas Sosial, RS], Dinas Kesehatan, Panti Sosial, Kepolisian, Satpol PP, L5M, tokoh
masyarakat, pengumpulan data dengan wavancara serta FGD. Analisis data secara deskriphif kualitabif
untuk menganalisis kategort sehingga dapat mengidentifikasi tenfang persepsi, peran serta bentuk kerjasama
antar stakeholders dalam upaya penanganan gelandangan psikotik,

Upaya penanganan gelandangan psikotik melalui proses razia, penempatan sementara, penempatan
sestat PMES (rehabilitasi sosial) belum dilaksanakan secara ferpadu yang meliputi dari berbagai instansi/
lembaga terkait, belum berperan secara optimal sehingga penanganen rehabilitasi sosial belum dapat
terlaksana seperli yang dikarapkan. Berbagai kendala dari mulai aturan hukum yang lidak ada sampai
dengan populasi gelandangan psikotik yang belum ada serta minimnya koordinasi antar instansifembaga
di daerak menyebabkan penanganan gelandangan psikotik belum dapat tertangant secara maksimal.
Disarankan kepada Pemerintah Dacrah agar menyusun suatu kebijakan berkaitan tentang peraturan dacrali
vang seharusnya ada pada seliap daerah dalam penanganan gelandangan psikotik secara terpadu lintas
sektorflindas instansi. Dengan adanya payung hukwm akan semakin jelas pelaksantaan penanganarya,

selungga masalah gelandangan psikolik dapat terlangani dan ferentaskan serla dapat berfungsi kembali di
lingkungan masyarakat.

|. PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan kota menuju kota
industrialisasi membawa konsekuensi terhadap
semakin kompleksnya permasalahan sosial
yang timbul. Perubahaon sosial yang begitu
pesat pado kehidupan masyarakat perkotaan
di satu sisi berdampak positif bagi masyarakat
karena dopat menikmati dan menyesuaikan
dengan perubohan tersebut. Akan tetapi di sisi

lain ada sebagian masyarakat belum siap atau
mengalomi kegcgalan dalam menyesuaikan
diri sehingge berakibat timbulnya berbagei
perilaku patologis, misalnya tingginyo angko
kejohotan, kekerasan, perilaku menyimpang
dan gangguan kejiwaan. Fenomena ini
mencerminkan adanya gangguon kesehatan
mental sebagai okibat perubahon sosial
tersebut. Kondisi kesehatan mental masyarakat
sebagai dampak dari perubchan sosial,
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melihat semakin beragam dan kompleksnya
permasalahan sosial khususnya penanganan
gelandangan psikotik diharapkan pemerintah
daoerah perlu menjalin kerjasoma dengan stake-
holders yang ada di doerah. Melalui mekanis-
me kerja yang terkoordinasikan dengan baik
diharapkan upaya penanganan permasalahan
sosial yang direncanakan dopat diloksanakan
secara terpadu don berkelanjutan. Oleh karena
itu sangat menarik untuk melakukan kajian
tentang permasalohan gelondangan psikotik,
bagaimanakah penanganan yang seloma ini
dilokukan serta ketedibatan instansi/lembaga
terkait untuk berperan menangoni masalah
tersebut.

Il. RUMUSAN MASALAH
PENELITIAN

Mengaocu dori latar belakang penelitian
di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan
penelition, adalah sebagai berikut:

1. Bogaimanakah persepsi stokeholders

tentang permasclohan gelandangon
psikotik di kota Medan?

2. Bogoimanakoh upayo yang dilakukan
pemerintah daerah dalam penanganan
gelandangan psikotik?

3. Sejouhmana peran serta bentuk kerjasama
antara stokeholders dalam penanganan
gelandangan psikotik?

4. Apa fokior pendukung dan penghombat
dalam pelaksanaan penanganan
gelandangan psiketik?

. TUJUAN PENELITIAN

Adaopun tujuan penelitian adalch sebagai
berikut:

1.  Mengetchui pemahaman dan persepsi
stokeholders di doeroh tentang gelan-
dangan psikotik.

2. Mengidentifikasi upaya yang dilakukan
pemerintah daerah dalam penangaonan
gelandangan psikotik.

3. Mendeskripsikan peran dan bentuk

kerjosama antara stakeholders dalam
penanganan gelandangan psikotik.

4. Mengetahui foktor pendukung dan
penghombat penanganan gelondangan
psikotik

IV. MANFAAT PENELITIAN

1.  Hasil penelition ini diharapkan sebagai
ocuan baik pemerintah daerah,
Departemen Sosial, Instansi terkait dalam
membuat berbagai kebijakan berkaitan
dengan penanganan gelandangan
psikotik di kota-kota besar

2. Haosil penelitian ini diharapkan dapat
mengembangkan teori-teoni sosial serta
dijadikan referensi untuk terus dikaji melaui
suatu penelitian lanjutan

V. KERANGKA KONSEP

1. Gelandangan Psikotik

Penanganan gelandangan psikotik
memiliki karakteristik tertentu yang berbeda
dengan maosalah sosial lainnya, karena
menyangkut beberapa aspek yaitu pelayanan
medis psikiatrik sekaligus pelayanan sosial.
Departemen Sosial sebagai Institusi yang
berwenong dalam melaksanckan pem-
bangunan kesejohteraan sosial, dari aspek
rehabilitosi sosial sedangkan aspek yang lain
memerlukan kerjasama di dalam memberikan
pelayanan khususnya medis psikiatris.
Pengertion psikotik menurut Direktorat
Rehabilitasi Penyandang Cacat Departemen
Sosial Rl (1999), yang dimaksud psikotik atau
penyandang cacat mental psikotik iolah suatu
keadaan kelainan jiwa yang disebabkan oleh
faktor organik biologis maupun fungsional yang
mengakibatkan perubahan dalam alam pikiran,
alam perasaan dan alam perbuatan se-
seorang. Adapun kriteria psikotik, adalah :

a Psikotik Organik yaitu psikotik yang faktor
penyebabnya ialah adanya gangguan
pada pusat susunan syaraf dan psikotik
yang disebabkan oleh kondisi fisik
termasuk gangguan endokirin, gangguan
metabolisme, keadaan psikotik karena
adanya infeksi tubuh, intoksikasi obat,
setelah pembedahan dan lain-lain.
Gangguan tersebut meliputi gangguan
orientasi, daya ingatan, fungsi berdikir,

b Psikotik Fungsional (Psikagenik)

Psikotik yang tidak disebabkan oleh
kerusakan organik tetapi gongguan
terutama terdopat aspek-aspek kepri-
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badian, serta yang bersifat psikogenik yaitu
skizofrenio (perpecahan kepribadian),
psikotik parancid (selalu curiga pada or-
ang lain), psikotik ofekiif, psikotik reaktif.

Sedangkan menurut Dr. lzudin SBSpkKj,
seorang psikioter Direktur RS) Dr Amino
Gondohutomeo Semarang, bahwa ciri-ciri
penderita psikotik dapat dijelaskan adalah
sebagai berikut:

a. Penarikan diri dari pergaulan sosial,
banyak di dalam rumah, malu keluar
rumah

b. Tak mampu bekeria sesuai dengan
fungsinya, di rumach tidak mau bekeria
atau bekerjo sekedarnyo saja karena
diperintah, setelah tak mau mengerjakan
tugas yang diberikan

c. Berpikir aneh, dangkal, berbicara tak
sesuai dengan situasi keseharian, bicara
ngelontur

d. Declam pergaulan ada riwayat gejala
waham atau halusinasi dan delusi

e. Perubahan periloku yang nyata misalnya
tadinya ceria menjadi melamun, perilaku
aneh-aneh yang sebelumnya tidak pemah
dijalani

f.  Kelihatan menjodi murung dan merasa
tidok berdaya

g. Sulit tidur dalom beberopa hari atau bisa
tidur yang terlihat oleh keluarganya

{Sucra Merdeka, “Membunuh Keluarga
Sendiri, Mengapa?”, Senin 05 September
2005).

Dari aspek psikologis batesan tentang
psikotik menurut Kartini Kartono (1985),
merupakan pribadi sosiopathik pribadi yang
onti sosial atau a-sosial, dan dopat didefinisikan
merupakan salah satu bentuk kekalutan mental
yang ditandai dengan tidak adanya
pengorganisasian dan pengintegrasian pribadi.
Orangnya tidok pernah bisa bertanggungjowab
secara meral, don selalu berkonflik dengan
norma sosial dan hukum, kareno sepanjang
hayatnya hidup dalam lingkungan yang abnor-
mal dan immoral. Pada umumnya orang-or-
ong yang psikotik pada moso awal usia 0-3
tahun memiliki masa lalu yang tidak
mendapatkan kasih soyang, kelembutan,
kemesroan dori lingkungannya, sehingga untuk
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selama-lamanya okan kehilangan kemauan
dan kemampuan untuk menerima dan
memberikan cinta kasih. Untuk selama-lamanya
sampai pada usia dewasa kehilangan perasaan
sosial dan rasa kemanusiaannya sehingga fidak
mampu menjalin reaksi human dengan
siapapun. Tingkah loku pribadi psikotik antara
lain berbentuk :

a Tingkah laku dengan relasi sosialnya
selalu a-sosial, eksentrik (kegilagilaan) dan
kronis pathologis. Kurang memiliki
kesadaran sosial dan intelegensi sosial,
amat fanatik dan sangat individualistik,
selalu menentang lingkungan kultur dan
norma efis.

b Sikapnya aneh-aneh, sering berbuat kasar,
kurang ajar, dan ganas buas tanpa suaty
sebab.

¢ Suka ngeloyor dan mengembara kemana-
mana tanpa tujuan.

d  Pribadinya tidak stabil, dan responnya
selalu tidak adekwat, tidak bisa dipercaya.

e  Reaksi-reaksi sosiopathiknya bisa berupa
gejala kacounya kepribadian yang
simptomatik, reaksi psikoneorosis atau
psikotis.

t  Tidek pernah loyal terhadap seseorang,
kelompok atau norma tentu.

g Tonpa perasaan, emosinya tidak matang
dan tidak bertanggungjawab. Selalu
menggunakan mekanisme rasionalisasi
untuk membenarkan tingkah lakunya yang
kegila-gilaon (Kartono, 1985:82-83).

Yang menjadi faktor penyebab psikotik
antara lain disebabken karena :

a Tekenan-tekanan kehidupan emosional
dan konflik batin

b Kekecewaan (frustrasi) yang fidak pernah
mendopatkan penyelesaian

¢ Hombatan-hambatan yang terjadi pada
masa perkembangan

d  Kecelakaan yang menimbulkan kerusakan
pada jaringon ctak

e  Sosial budaya yaitu yang menyangkut
ketidakmampuan menyesuaikan diri
dengan adanya perubahon-perubahan
lingkungan hidup (Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Penanganan Masalah Sesial
Departemen Sosial Rl tahun 1999).
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Masa perkembangen bag: sesecrang
sangat menentukan dalam membenfuk
kepribadian, oleh karena itu hambatan-
hambatan yang diolami pada masa itu okan
mempengaruhi kondisi kejiwaon seseorang.
Solah satunya seseorang mengalomi gangguan
jwa berat atou menjadi psikotik disebabkan bisa
karena, mengolomi kekerasan poda masa
kecilnya. Hal ini dibuktikan dari beberapa hasil
penelitian, diontaranyo menurut Andrea Schreier
dkk, dari University of Warwich Conventry,
Inggris, dalem di Jurnal Archives of General
Psychiatry, beberopa haosil penelitian
mengungkapkan bahwa kejadian traumatis
yang dialami ketika masa anak-anak baik
dalam bentuk fisik maupun seksual memiliki
keterkaitan dengon perkembangan psikotik
dimase dewosa. Dan orang-orang yang
menunjukkan gejola psikosis di masa kecilnye
cenderung okan mengembangkan sisofrenia
ketika dewasa. Penelitian lansenn, dkk
melaporkan bahwa anak yang mengalami
kekerasan/penyiksaon di usia kurang dari 16
tahun akan mempunyei resiko mengalami
simptom psikosis saat dewasanya, peristiwa
tersebut sebagai traumatic experience yang
seringkoli dikaitkan dengan timbulnya
gangguan psikotik. fraumatic experience dapat
berupa ;

a. Peristiwa non spesifik (karban luka serius,
penyakit fertentu)

b.  Sress Interpersonal (sexual obuse, emo-
tional abuse, physical abuse (The Epoch
Times, Jumat 31 Juli 2009).

Gangguon jiwa berat (psikotik) menurut
lifeld (1977), disebabkan karena perubahan
fungsi mental yang disebabkan adanya
gangguan pada kesehatan jiwa. Faktor-faktor
penyebob gangguan mental pasien rumah sakit
jwa karena situasi dan kondisi sosial sehari-hari
dapat menjadi sumber masalah atau sesuatuy
yang tidak dikehendaki, dan karena itu dapat
berfungsi sebagai stresor sosial (social stres-
sors. Sedangkan Holmes dalem Notosoedirjo
dan Latipun (2001:129) memperjelas pendapat
dapat tersebut, bahwa faktor sosial dapat
menghambat kesehatan mental sesecrang,
diantaranya konflik dalam hubungan sesial,
perkawinan, meninggalnya keluarga dekat dan
sebagainya.

{Tatewd Yoga Turselarne)

Dari beberapo batasen tersebut diatas
jeloslah bohwa tingkaeh laku yang dianggop
tidak cocok, melanggar norma dan adat
istiadat atau tidak terintegrasi dengan tingkah
laku umum, dianggap sebaogai tingkah lakuy
yang menyimpang, pare sosiolog menyamakan
tingkah laku yang “menyimpang” dengan
tingkah lakv “ebnormal” atau “maladjusied”
tidak mampu menyesuaikan diri). Tingkah laky
pribodi yang normal odalah perilaku yang
sesuai dengan pola kelompok masyarakat
tempat dia berada; sesuai pula dengan norma-
norma sosial yang berlaku pada soat dan
tempat itu, sehingga tercapai relasi personal dan
interpersonal yang memuaskan. Sedangkan
tingkah laku abnormal/menyimpang ialah
tingkah loku yang tidok adekwat, tidok bisa
diterima oleh masyarakat pada umumnya dan
fidak sesuai dengan norma sosial yang oda

(Kartono, 1992:13-14).

Sedangkan batasan tentang gelandangan
sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No, 31
Tohun 1980, yang dikategorikan gelandangan
adaloh orang yang hidup dolom kendisi yang
tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan
yang ada dolam masyarakat lokal, tidak
mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan tetap,
serta hidup menggelandang di tempat-tempat
umum. Berdasarkan definisi ini, istilah
gelandangan dapat ditujukan kepada
pemulung, pengemis, pekeria seksual, anak
terlantar, orang lepra, orang cocat, orang gila
{psikatik) yang hidup dijolanan (Trikromo,
1999.74).

Dari uraian tentang batasan gelandangan
psikotik menurut pendapat beberapa ahli
psikologi, antropologi dan scsiologi serta
peraturan pemerintah moka yang dimaksud
dengan gelandangan psikotik adalah
seseorang diperkirakan terganggu jiwanya
{psikotik) don hidup dalam kendaan yang tidak
sesuai dengan norma kehidupan yang layak
dalom masyarakat, hidup berkeliaran/
bergelondang di tempat-tempat umum dan
dianggap dopat mengganggu ketertiban/
keamanan serta kenyamanan lingkungan.

2. Penanganan
Psikotik

Pembangunion kesejahteraan sosiol di era
sekarang ini lebih mengedepankan pem-

Gelandangan
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bangunan yang menempatkan kota/kabupaten
atau daerah tingkatl/ll sebagai titik sentral
otonomi daerah. Desentralisasi atou otonomi
andaloh menyerahkan kewenangan untuk
mengatur dan menyelenggarakan pemerintah
kepada daerch. Pembangunan doerah lebih
berorientasi pada kebutuhan setempat (bottom
up orienfed) yang sesuai dengan kemampuan
perencanaan disesuaikan dengan kebutuhan
bukan didasarkan pada kemampuan yang
menjodi landosan pembangunan daoerah
(Widjaya, 2001:21). Hakekat otonomi daerah
adalah meletokkan londasan pembangunan
yang tumbuh berkembang dari rakyat dan
dinikmati hasilnya oleh seluruh rakyat
{Somodiningrat, 2001:163).

Bergesernya peran dan fungsi negara
akibat etonomi daerah membawa konsekwensi
terhadap pelaksanaan pembangunon daerah
dan khususnya pembangunan kesejahtercan
sosial. Demikian pula dalam upaya
penanganan gelandangan psikotik yang akhir-
akhir ini menjadi pusat perhatian masyarakat
dan pemerintah merupokan permasalahan
sosial yang sangat kompleks, karena dipandang
telah meresahkan dan menimbulkan gangguan
keamanan ketertiban masyarakat, keindahan
lingkungan dan yang lebih spesifik karena
menyangkut gangguan kejiwaan sesecrang.
Permasalahan ini merupakan masalah yang
multikompleks karena menyangkut berbagai
aspek yaitu sosial, kesehatan, pekerjaan,
pendidikan, keamanan, ketertiban dan lain-
lain. Dengan demikian diperluken pendekatan
multidisipliner dan di dalam pelaksanaannya
perlu dijalankan secara kerjasoma setiop yang
bersifat rujukan, konsultatif, dan juga kerfasama
untuk melaksanokon rehabilitasi terpadu.
Mengingat tidak semua instansi/lembaga
pelayanan sosial mampu memberikan semua
jenis pelayanan kepada penyandang masalah.
Kesadoran akan keterbatasan sumberdaya
yang dimiliki dan tingginya hasrat untuk
memberikan semua jenis pelayonan yang opti-
mal, maka banyok lemboga-lembage
pelayanan sosial melakukan kerjasama dengan
pihak-pihak lain, baik sesama lembaga
peloyonan sosial maeupun dengan lembaga
lainnya.

Adanya koordinasi atou kerjosama antar
instansi/lembaga  terkait penanganan
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gelandangan psikotik maka keterbatasan yang
dimiliki masing-masing instansi dapat tertutupi
sehinggo dipandang dapat memperkuat
kemompuan instansi secara kolektif untuk
melaksanakan penanganan gelandangan
psikatik. Fungsi kerjosome digambarkan Charles
H Cooley {dalam Soerjono Soekanto, 1990),
sebagai berikut: kerjasama timbul apabila or-
ang menyadari bahwa mereka mempunyai
kepentingan-kepentingan yang sama dan pada
soat yang bersamaan mempunyai cukup
pengetahuan dan pengendalian terhadap diri
sendiri untuk memenuhi kepentingan-
kepentingan tersebut, kesadaran akan adanya
kepentingan-kepentingan yang sama dan
adanya organisasi merupakan fokta-fokta yang
penting dolam kerjasama yang berguna, Dalam
melaksanakan suatu program penanganan
gelondangan psikotik, tidak dopat berjalan
sendiri-sendiri namun dibutuhkan koordinasi
atau kerjasama antara beberapa pihak.
Koordinasi dalam suctu organisasi untuk
melaksanckan suatu program mutlak
dibutuhkan, korena pada dasarnya tidak ada
organisasi yang mampu menjalankan suatu
program dengan baik tanpo berkoordinasi
dengan organisasi lainnya.

Koordinasi menurut Sugandha (1988:12)
adalah penyatupaduan gerak dari seluruh
potensi dari unit-unit organisasi atou orang-or-
ang yong berbeda fungsinya agar secara nyata
benar-benar mengaroh pada sasaran yang
soma guna memudahkan pencapaian dengan
efisien. Sedangkan George R Terry dalam Kartini
(2003:29), berpendapat bohwa koordinasi
adaolah sinkronisasi yang teratur dari usaha-
usaha untuk menciptakan kepantasan kuantitas,
waktu dan tujuan pengarohan peloksanaan
yang menghasilkan keselarasan dan kesatuan
yang teloh ditetapkan. Tujuen utama koordinasi
adalah terjadinya sinkronisasi, artinya
koordinasi merupakan gejala usaha untuk
menyatukan kegioton-kegiatan dari berbagai
unit kerja yang mempunyai fungsi yang
berbeda dolam rangka terciptanya sinkronisasi
dari berbagai upaya yang dilakukan dalam
rangka pencapaian tujuan bersama,

Berdasarkan ruang lingkupnya, Sugandha
(1988:25) menyebutkan bohwa koordinasi
terbagi menjadi 2, yakni koordinasi intern dan
koordinasi ekstern. Koordinasi intern merupakan
koordinasi ontar pejobat atau ontar unit di
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dalam organisasi. Sedangkan koordinasi
ekstern merupakan koordinasi antar pejabat
dari berbagai organisasi atou antar organisasi.
Sedangkan berdasar archnya, menurut
Widjaya, HAW, koordinasi terbagi menjadi 3,
yaitu:

o Koordinasi fungsional, antora dua ofau
lebik instansi yong mempunyai program
yang berkaitan erat;

b Koordinasi instansional, terhadap
beberopa instansi yang menangani saty
urusan tertentu yang bersangkutan;

¢ Koordinasi teriterial, terhadap due atou
lebih wilayah dengan program tertentu
(Widjoyo, HAW, 1992:25),

Dengan demikian - penanganan
gelandangan psikotik, membutuhkan koordinasi
dua atau lebih instansi terkait yang memiliki pro-
gram yang berkaitan erot dalam penanganan
masalah tersebut sangat dibutuhkan, keber-
hasilan suatu program penanganan gelan-
dangan psiketik tidak dapat dicapai oleh sotu
instansi/organisasi, namun didukung pula
dengan bantuan dari instansi terkait sebagai
pelaksana progream penanganan mutlak
diperlukan dolam rangka pencapaian tujuan
program baik koordinasi secara intern maupun
ekstern. Pelaksanaen penanganan gelan-
dangan psikotik juga melibatkan berbagai
instansi terkait yong meliputi Pemerintah Doerch
tingkat I/ll, Dinas Ketertiban dan Keamanan
Masyarakat tingkat I/Il, Dinas Kesehatan tingkat
1/11, Dinas Sosial tingkat 1/1l, Kepolisian, Rumah
Sakit Jiwa (RSJ) dan Panti Sosial serta lembaga
swasta yang peduli dengan masalah
gelandangan psikotik.

VI. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam
penelitian ini, adalah deskriptit kualitatif yaitu
untuk mendeskripsikan secara rinci tentang
pelaksanoan penanganan gelandangan
psikatik yang dilakukan oleh stakeholders di
daerah. Lokasi penelitian ditentukon secara
purposit dengan pertimbangan di kota-kota
besar tentunya permasalahan sosial cenderung
semakin berogom dan kompleks, khususnya
masalah gelandangan psikotik yang
memerlukon penanganan lintos sekioral, oleh
karena itu sebagai lokasi penelition ditentukan
di kota Medan, propinsi Sumatera Utara.

(Tatekt Yoga Trirsdarm)

Sumber data dalom penelitian ini adalah
instansi terkait dengon penanganan
gelandangan psikotik atau pihak-pihak yang
terlibat langsung dalam penanganan masalah
gelandangan psikotik diantaranya Dinas Sosial,
Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Jiwa, Panti Sosial
Eks Psikotik, Kepolisian, LSM, 5atPol PP dan
Masyarakat. Tehnik pengumpulan dota melalui
wawancara mendalam serta fokus group
discusion untuk menggali pandangan,
tanggapan dalam upaya memecahkan
masalah penanganan gelandangan psikotik.
Tehnik analisis dota secara deskriptif kualitatif
dilakukan untuk menganalisis kategori sehingga
dapat mengidentifikasi tentang persepsi, peran
serta bentuk kerjasamao aniar stakeholders
(instansi terkait) dalam upaya penangaonan
gelondongan psikotik.

VII. HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN

1. Karakteristik
Psikotik

Kesehatan merupakan aspek pokaok
dalam kehidupan manusia yaitu sehat jasmani
dan rohani serta sosial, karena dengan dasar
kesehatan tersebut monusio akon menjalankan
berbogai aspek kehidupan, manusia yang sehat
adalah manusia dapat menjolankan
peranannya dalam kehidupan. Sedangkon
penderita gangguan jiwa atou psikotik
merupakan salah satu contoh tidok odanye
keseimbangan atau kesesuaian antara jasmani,
rohani dan sosial.

Gelandangan

Gangguan jiwa dapat terjadi kapan saja,
terhadap siopa saja dari yong paling ringan
sampai yang paling parah (berat). Tidak
seorangpun dapat mengatakan dirinye tok
pernah mengalami gangguan jiwa. Gangguan
kejiwoan merupakan masalah yang besar dan
sangat kompeks penyebabnya. Menurut Dr
Gerald Marie Semen SpKj dari RSJ Dr Seeharso
Heerjan, gangguan jiwa seperti skizofreniao
hanya sebagion kecil dari gangguan jiwa yoitu
hanya satu per mil, sedangkan gangguan jiwa
seperti depresi sampai 15 %. Ganggucan jiwa
berat, seperti skizofrenio, gangguan jiwe
tersebut bersifat kronis, jongka panjang
sebagian besar diderita seumur hidup serta
kambuhon (Kompas, Minggu 27 Juli 2008).
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Karakteristik atau ciri-ciri khos dari
seseorang yang dikategorikan psikotik atau
memiliki gangguon kejiwaan, dari hasil
wawancara dan FGD terungkap secara umum
tampak terdihat dari penampilan luar, sikep dan
perilaku seseorcng yang dikategorikan
gelandaongan psikotik antara lain ;

a  Suka ngomong sendiri

b Berkelicron di jalan-jglan, emperan toko,
kolong jembatan, stasiun kereta api dan
sebagainya.

c  Berpakaion kumal, jorok

d  Suka mengumpulkan sampah untuk
digendeng

e  Berbicara ngacou, suka berteriak-teriak

f Tidak bisa berpikir secara normal

g  Mengganggu lingkungan sekitar

h  Merusak diri sendiri

Merusak keluarga
Merusak lingkungan

Karakteristik atau cid-ciri khas yang tampak
dari seseorang yang dikategorikan psikotik atau
memiliki gangguan kejiwaan seperti tersebut
diatas, secara medis penderita gangguan jiwa
tidak dapat sembuh atau pulih kembali seperti
semula. Penanganan dini sangat menentukan,
karena kalau ditangani sejak dini bisa sampai
jongka waktu yang lama tidak kembuh lagi.
Akaon tetopi pemberion obaot, tidak boleh
berhenti harus terus-menerus atau berke-
sinambungan. Dalam proses penyembuhan
pasien gangguan jiwa atau psikotik tidak hanya
pengobatan, ckan tetapi juga edukasi
menyelurvh tidek hanya pada pasien tetapi
seluruh anggoto keluarga dan lingkungan.
Seseorang yang di diagnosa terganggu jiwanya
oleh psikiater dinyatakan “sembuh”, pengertian
sembuh disini adalah pasien yang kondisi
jiwanya sudah tenang yoitu bagi secrang pasien
yang sudah bisa mengurus diri sendini, tidak
merusak diri sendiri maupun mengganggu atau
merusak lingkungan.

Dengan mengetahui karakteristik
seseorang yang mengalami gangguan jiwa dari
mulai ringan sampai berat akan memudahkan
dalam proses rehabilitasi medis maupun
rehabilitasi sosial sebagoi langkah untuk
pembinaan bagi penanganan gelandangan
psikotik.
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2. Persepsi Stakeholders Dalam
Penanganan Gelandangan
Psikotik

Pandengon atau persepsi stakeholders
terhadap permasalahan gelandangan psikotik
yang terdin dari Dinas Sesial, Dinas Kesehatan,
RS5J, Panti Sosial Eks Psikotik, LSM, Masyarakat,
Kepolisian tampaknya menunjukkan
pemahaman yang hampir samo bahwa
permasalahan  tersebut  merupakan
tanggungjawab semua masyarokat baik secara
kelembagaan maupun individual, hanya
selama ini masing-masing pihak memiliki
kewenangan dan tanggungjowab sendiri-sendiri
sesuai kompetensinya. Penanganan yang sudah
dilakukan secara parsial belum terintegrasi antar
instansi/lembaga tersebut, masih berjalan
sendiri-sendiri. Pandangan otau persepsi fentang
permasalchan tersebut dapat dinarasikan
dalom pembohasan berikut ini. Proses
penanganan yang dilakukan diawali dari proses
razia, penempatan sementara dan
penempaton sesuai PMKS atau rehabilitasi
sosial.

Penanganan gelandangan psikotik di kota
Medan selama ini yang sudah dilaksanakan
oleh SATPOL PP mengadakan razia setiap 3
bulan sekali berkoordinasi dengan instansi
terkait khususnya Dinas Sosial Propinsi sebagai
instansi yang langsung menangani per-
masalahan sosial. Tupoksi SATPOL PP
melakukan razia PMKS pembinaan selanjutnya
menjoadi tanggungjawab atau kewenangan
Dinas Sosial. Karena pihak kami fidak memiliki
tenaga ohli (psikiater) yang bisa mengidentifikasi
gelandangan yang stress atau mengalami
gangguan jiwa, selain itu fidak memiliki keahlian
dalam pembinaan serta tidak tersedianya
sarana prasarana. Saipol PP hanya sebatos
merazia atau menertibkan yang bisa
mengganggu keamanan dan kenyamanan
serta keindahan koto (Instansi/Lemboga SatPol
PP sebagai peloksana operasional di
lapangan),

Poda era sebelum tahun 20 an kepolisian
dilibatkan dalam kegictan razia dan yang
berhubungan langsung dengan masalah sosial
adaloh Bimbingan Masyarokat. Selama ini
penanganan yang sudah dilaksanakan
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khususnya permasalohan sosial misal anak
nakal, narkotika, gepeng, orang gila, anak
terlantar dan orang gila yang mengganggu don
merusck lingkungan, kami tangkap langsung
dikirim ke Panti Pungai (Panti Sosial
Gelandangan dan Pengemis). Akan tetapi
berbogai permasalahan kami hadapi khusus
untuk kosus gelandangon psikotik setelah
ditangkap dan dikirim ke panti Pungai, kembali
legi menggelandang dan itu terus berulang kali.
Sedangkan kasus yang lain yang kami hadapi
ada orang gila mengamuk dijalan, setelah kami
armbil dibawa ke RSJ yang ditanyakan siopa
keluarganya aotau siopa yang mau ber-
tanggungjowab setelah pulang dari RSJ.
Tentunya pihok kami merasa kesulitan untuk
dapat menyelesaikan masdlah ini, apabila
kami yang harus menampung setelah
dikembalikan dari R5J, di kepolisian tidak
memiliki soroana don prasarana serta
pembinoan selanjutnya. Padahal sebagian
besar orang gila yang menggelondong tidak
jelas latar belakang keluarganya (Pihak
Kepolisianj. :

Pada tehun 20 an pihak RSl pernch
dilibatkan selesai proses rozia PMKS di-
tempatkan di Panti Sosial Gelandangan dan
Pengemis Pungai Binjai, untuk tohap identifikasi
dan seleksi pihok R3J dotang don memerikso
bagi gelandongan yang memiliki kelainan jiwa
akan dibawa ke R3J untuk dilakukan
pengobotan, yang tidak ada gangguan sakit
jtwa di tempotkan di UPT Ponti Pungoi. Pada
saatini RS] tidak terlibot langsung dolam proses
tersebut, hanya selama ini kerjosama dengon
Panti Sosial Eks Psikotik berlangsung dengan
baik. Setiap hari Kamis, kami datang
memeriksa klien Panti yang dalam kondisi
psikotik/gangguon jiwa berat kami bawa ke RSJ
untuk mendopatkan perawatan psikiotrik setelah
sembuh dikembalikan ke Ponti (Rumah Sakit Jiwa
tiedan).

Kutipan di atas merupakan informasi yang
menegaskan bohwa penanganan gelan-
dongan psikofik, merupakan tanggungjawab
semua elemen masyarokat, akan tetapi selama
int penangaonan yang sudoh dilakukan memberi
kesan berjalan secara porsial belum terencanag,
terpodu serta berkesinambungan mulai proses
razia, penempotan sementara dan rehabilitasi
sosial. Pemerintah doerah memegang peran

(Tateks Yoga Tursdonm)

yang sangat penting di dalam upaya
penanganan gelandangan psiketik. Sebagai
pelaksana pembangunan di doerah,
pemerintah daerah mempunyai kewajiban
untuk melakukon berbagai tindakan dalam
menuntaskan masalah gelondangan psikotik,
yang bukan hanya tanggungjowab Dinos Sosial
saja akan tetapi merupakan masalah yang
menyangkut kebersihan, kenyamanan dan
keamanan lingkungan perkotacn. Pemerintah
daerah tidak dopat bekerja sendir memerlukan
dukungan serta dengan melibatkan seluruh
elemen masyarakat bekerjasama secara
bersama-sama dengan instansi/lembaga
pemerintah atau lemboga swasta untuk
mengatasi masalah tersebut. Selama ini payung
hukum yang menjadi acuan adalah peraturan
doerah berkaitan dengan Ketentraman dan
Ketertiban Kota, belum ada Perda yang
mengatur tentong penangonan gelandangan
psikotik,

Apakah tidok cda pasal yang mengatur
tentang pasien yang tidok memiliki keluarga?.
Kerjasama dan aturan yang jelas bahwa
permosalohan ini merupakan tanggungjowab
kita bersama dan semua pihak-pihak terkait
masing-masing harus terlibat dalam menangoni
permasalahan ini, opokah sudah ada Perda
yang mengatur lentang masaloh tersebut.
Karena payung hukum sangat diperlukan untuk
mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan
berkaitan dengan siapa yang berwenang serta
bertanggungjowab dalam permasalahon ini
untuk mengantisipasi bukon saling menyalahkan
atau lempar tanggungjawab, dengan adanya
aturan berupa Perda ckan semckin jelas
pelaksanaan penangonannya  (Pihak
Kepolisian).

Penanganan gelandangan psikotik bahwa
proses kesembuhan pasien gangguan jiwa
memerlukan kerjasama dan keterlibatan
keluarga, RSJ, Dinas Sosigl dan ada Perda atau
payung hukum yang mengotur pencnganan
gelandangan psikotik. Khususnya bagi
gelondangan psickotik yang tidak jelas latar
belakang keluarganya sebaiknya dolon Perdo
tersebut difegaskan bohwa peran Dinas Sosial
untuk duput memberikan fernpﬂ?f’me:mmpung
bagi mereka (Rumah Sakit Jiwa).

Selama ini penanganan khusus gelon-
dengan psikotik belum ada payung hukumnya,
nanya perda untuk gepeng yang sudah selesai

189



{rraal Pewelitian dan Peogembangan Resepafiterams Sosual, Vil 14, No. 02, 2009 187 - 200

pembahasan di DPRD. Haropan ke depan
untuk penanganan gelondangan psiketik, tidak
hanya sebatas Mol antar instansi atau
lembaga terkoit sojo okan tetapi fosilitas yang
lengkap ateu sesuoi dengan kondisi
gelandangen psikotik menjadi suatu hal yang
harus terpenuhi. Perda yong mengctur
penanganan gelandangan psikotik harus
diwujutkan khususnya dalam Perda tersebut
aturan yang tegas bagi gelandangan psikotik
yang tidak jelas keluarganya (Dinas Sosial
Propinsi Sumatera Utera),

Khusus untuk gelandangan psiketik yang
tidak |elas latar belakang keluarga seharusnya
ada aturan baku yong dopat mengatur mereka
atau ada keluwesan bagi warga masyarakat
yang memiliki gangguan jiwa yang tidak jelas
kelvarganya. Bagi gelandangan yang secara
administrasi tidak dapat dimasukkan dalam
Jamkesmas solah satu solusinya dari pihak
Dinas Sosial, Kepolisian, Satpel PP ada
permyatoan tenfang kondisi gelandangan vang
tidak jelas keluarganya sehingga diharapkan
dopat memudahkan dalam pengurusan
asuransi kesehatan (Jamkesmas) seperti warga
masyarakat lainnya (Dinos Kesehoton Kota
Medan).

Berbagai masalah lain yang menghambat
prases penangonan gelandangan psikotik di
daerah, yaitu berkaitan dengan payung hukum
yang belum ada, peroturan doerah sangat
diperlukan untuk menjodi acuon dalam setiop
program kebijakan penanganan masolah sosial
khususnya gelandangan psikotik. Diperlukan
adanya poyung hukum yang menjodi acuan
dalam setiap kegiotan penanganan
gelondangon psikotik, adanya landasan hukum
untuk menghindan saling lempar tanggung-
jowab. Aspek legalitas songat dibutuhkan
mengantisipasi hal-hal yang tidek diinginkan
berkaitan dengan siapa yang seharusnya
berwenang serta bertanggungjowab dalam
permasalahan ini, dengan adanyo aturan
berupa Perda tentang gelandangaon psikotik
akan semakin jelas pelaksanoan pena-
nganannya.
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3. Upaya Pemerintah Doerah Da-
lam Penanganan Gelandangan
Psikotik

Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial {PMKS) memerlukan bantuan, per-
tolongan dan bimbingan karena resiko tinggi
yang mereka hadopi dapat menimbulkan
kerentanan serta keterlantaran. Khususnyo
permasalohan sosial gelandangan psikotik
yang memiliki karakteristik tersendiri
dibandingkan dengan permasalohan sesial
yang lainnya,

Penyakit kareno gangguan kejiwaan
merupakan masalah yang sangat kempleks,
karena usaha pengobatan bagi penderita
gangguan jiwa/mental tidak sejelas pada
pasien fisik, sehingga usaha pengobatan harus
menyiopkan pendenita tersebut secara total baik
organcbioclogik, psikik, sosio-kultural dan
vokasional sehingge penderita gangguan jiwa
secara fisik, mental daon sosial dopat
menyesuaikan diri di lingkungon masyarakat,
dapat mandiri serta berguna bagi masyarakat
sesuai dengon derajat kecacatannya. Proses
penyembuhan penderita gangguan jiwa atau
psikotik selain terapi medik berupa obot-chatan
guna mempercepal hilangnya atau ber-
kurangnya gejcla-gejola psikiatrik, juga
membutuhkan berbagai terapi lainnya yaitu
terapi kerja, terapi fisik, terapi sosial, terapi
psikalogi.

Kendisi seseorang yang mengalami
gongguaon kejiwvaan dan hidup meng-
gelandang di jalan-jalan, di bawah jembatan,
gang-gang sempit dan kumuh, di stasiun kereta
api don lain-lain, di satu sisi  pada kenya-
taannya kehidupon gelandangan psiketik akan
mengganggu keindahan, kenyamanan,
keamanan dan ketertiban lingkungan suatu
wilayah tertentu. Akan tetapi di sisi lain
gelandangan psikotik juga merupakan salah
satu warga masyarckat yang seharusnya
mendapatkan hok-hak nyo sebagai wargo
negara yang setara atau sama dengan warga
negara yang lainnya.

Kebutuhan pelayanan khususnya bagi
gelandangan psikotik, meliputi kebutuhan akan
tempat finggal dan kebutuhan dasar sebagai
warga negara yang harus mendapatkan hak
yang sama seperti manusia lain, merupakan
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hak-hak dasar yang harus mereka dapatkan.
Selain itu adanya edukasi menyeluruh, tidak
hanya pada pendenta gangguan jiwa saja,
tetapi seluruh anggota keluarga dan lingkungan
masyarakat, harus terlibat dalam proses
penyembuhan,

Berkaitan dengan permasalahan gelan-
dangan psikotik, pihak-pihak terkait yong
seharusnyo berwenang menangani yang
berkaitan dengon keamaonon dan ketertiban
lingkungon masyarakat yang berwenang
adalah Kepolisian, 5atPol PP sedangkan instansi
terkait yaitu Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan
Rumah Sakit Jiwa (RSJ) sebogai pihak yang
berwenang untuk memberikan pelayanan sosial
dan pelayanan kesehatan (Medis) serta bantuan
sosial berupa Askeskin (Asuransi keseheatan untuk
orang miskin). Dengan demikian penanganan
harus melibatkan berbagai disiplin ilmu, dan
dalam pelaksanaannya perlu dilakukan
kerjasama/koordinasi secara multisektoral untuk
mengaotasi permasalahan tersebut,

Penanganan gelandangan psikotik yang
sudah diloksanakan di Propinsi Sumatera Utara,
dari hasil wawancaro den FGD terungkap
bahwa penanganan Gelandangan Psikotik di
Propinsi Sumatera Utara dilakukan dengan
beberapa tohap, adalah sebagai berikut :

a. Tohap awal yoitu dori hasil razie atou
penjaringan,

Permosalohan sesial yang ada di wilayah
provinsi Sumatera Utara, khususnya beberapo
warga masyarokat yang kurang beruntung
memerlukan perhation serta penanganan.
Selama ini untuk menangani masalah-masalah
sosial diawali dan hasil razio ctau penjaringan
yang terdiri dari para penyandang masalah
sosial (PMKS) antara lain gelandangan dan
pengemis, anak jalanan, anak terlantar, lansia
terlantar, gelandangan psikotik, PSK (Pekerja
Seks Komersial) dan loin-lain. Pelaksonaan razia
atau penjaringan dilakukan setiap 3 bulan sekali
yang dilakukan koordinasi/kerjasama antara
Dinas Sosial Provinsi/Kota dengan SatPol PP
Dinas Sasial sebagai intansi yang memiliki tugas
dan fungsi dalam menangani para Penyandang
Permasalahan Kesejahteraan Sosial (PMKS)
sedangkan SatPol PP bertanggungjowsb untuk
menertibkan dan menjaga kebersihan,
xeindohan lingkungan koto yaitu dengan
melakukan rozia, sedangkan pembinaan

{Tiateki Yoga Tursslorm)

selanjutnya menjadi tanggungjawab atau
kewenangan Dinas Sosial.

Keterlibatan dari instansi yang lain
misalrya Kepolisian, R5J, Dinas Kesehatan dan
instansi terkait yang loin tidak dilokukan. Dari
informasi yang diperoleh dari hosil wawancara
dan FGD terungkap bahwa pada era sebelum
tahun 1990-an pihak Kepolisian dan Rumah
Sakit Jiwa [RSJ) dilibatkan dalam kegiotan razia
Penyaondang Permasalohan Kesejohteraon
Sosial [PMKS) akan tetapi setelah tahun 1990-
an tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan
tersebut.

Selama ini dan pihak Kepolisian sebagai
institusi yang bertonggungjawab terhadap
keamanan dan ketertiban suatu daerah, pihak
kepolisian apabila menjumpai berbagai
permasalohan sosiol misalnya anak nakal,
terlantar, gelandangan, orang gila, lansia
terlantar, narkoba dan sebagainya langsung
menangani atau menangkap dan menyerahkan
kepada pihok yang terkait dengan perma-
salahan sosial tersebut.

Khusus penanganan gelandangan
psikotik, dari pengalaman pihak kepalisian,
selama ini sudah dilakukan dengan menyerah-
kan ke Panti Eks Psikotik Pojoreken UPT Dinas
Sosial Provinsi Sumatera Utara atau ke Rumah
Sakit Jiwa. Beberapa permasalahan timbul yaity
poda saot dibawa ke Rumah Scokit Jiwa (RS))
pertamna kali yang ditanyakean siapa keluarga-
nya atau siapa yang mau bertanggungjowab
seteloh pulang dar rumah sokit. Dan pihak
kepolisian kesulitan untuk menjelaskan latar
belakang keluarganye karena mereks
menangkap di jalan-jalan yong sudah meng-
ganggu serta merusak lingkungan.

Pihak kepolisian merasa kesulitan untulk
menyelesaikan masalah ini, apabila harus
menampung setelah dikembalikan dari RS,
karena tidok memiliki sorane dan prasarana
serfa pembinaan selanjutnya. Permasclohan
yang ditemui di lapangan, sebagian besar or-
ang gila yang menggelandang tidak jelas latar
belokang keluarganya.

Berbagai kendale yang dihadapi untuk
penanganan masalah ini apaebila pitak
Kepclisian yang mengambil peran tersebut,
terkendala oleh birckrasi dan tugas pokok dan
fungsi kepolisian fidak memiliki kewenangan
atau bertanggungjowab untuk menampung
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mereka. Oleh karena itu serng dijumpai setelah
keluar dari rumah saokit, kembali meng-
gelandang di jalan-jalan, kalau sudah
mengganggu ditangkap dimasukkan kembali
ke rumoh sakit jiwa dan terus berulang logi.

Sedangkan oturan dori Rumah Sckit Jiwa
(RSJ) yong harus dipenuhi oleh semua pasien
bahwa keluarga pasien atau yong ber-
tanggungjowab horus menandatangani surat
pernyataan diatas materai Rp 6.000,- yang
menjelaskan bohwo siopa yang akan
beranggungjawab setelah keluar dari rumah
sakit apabila pasien dipulangkan keluarga
harus mou menerima. Aturan tersebut ado
dalam salah satu butir Protap (Prosedur Tetap)
Rumah Sakit Jiwa (R3J) bogi semua pasien
Rumah Sokit Jiwa. Ada 9 butir dalami Protap
(Prosedur Tetop) yang mengoturnya, saloh sotu
butir dalam peraturan tersebut menyebutkan
“aopabila pesien dipulangkan keluarga bisa
menerima”. Aturan ini diberiokukan untuk
mengantisipasi pasien menahun yang
memenuhi Rumah Sakit Jiwa. Kapasitas Rumah
Sakit Jiwa mengalomi over kapasitas, karena
tempat tidur hanyo tersedia untuk 400 orong
posien sampai saat ini ada sekitar 455 orang
pasien rawat inap di Rumah Sakit Jiwa. Karena
tidak mungkin selamanya pasien berada di
rumah sokit, keterbotosan sorono don
prasarana dan juga oda kecenderungan pasien
gangguan jiwa setiop hari terus bertambah ada
sekitar 455 orang opname, 60 orang rawat
jalan dalam setiap harinya.

Kendala tersebut tentunya akan semakin
mempersulit dalom penanganan gelandangan
psikotik, ketidakjelasan siapa yang ber-
tanggungjowab sepenuhnya bagi mereka yang
tidak jelas lotar belakang keluarga menjadi
suaty permasalochan yang sampai sekarang
belum terselesaikan karena belum ada aturan

yang baku untuk mengatasi permasalchan
tarsebut.

b. Tohop Penampungan Sementara.

Pada tehap ini, dari hasil razia atau
penjaringan meliputi semua Penyandang
Masalah Kesejohteraon Sesial (PMKS) yang
terdiri dari Pekenjo Seks Komersial (PSK), Anak
Nakal, Lansia Terlantar, Gelandangan dan
pengemis, Orang gila yang menggelandang
dan lain-lain dibawa ke tempat penampungan
sementara yaitu di Panti Sosial Gelandangan
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dan Fengemis Pungai Sejohtera Binjai
merupakan UPT Dinas Sesial Provinsi Sumatera
Utara. Di tempaot penampungan tersebut PMKS
di tempatkan di ruangan khusus atau isolasi,
kemudian dipilab-pilch ditempatkan di ruang-
ruang atau kamar sesuai dengon karakter
kecacotannya.

Para penyandang masalah sosial tersebut
lebih kurang selema 1 minggu berada di tempat
penampungan sementara, untuk selanjutnya
diadokon identifikasi serta seleksi guna
mendapatkan pembinaan selanjutnya sesuai
dengon permasalahan sosiol. Misalnya klien
anak nakal disolurkan di panti sosial anak
nakal, Pekerja Seks Komersial (PSK) di salurkan
ke Panti Sosial Parowasa, demikion juga
gelandangan psikotik diserahkan ke Panti Sasial
Eks Psiketik Pojoreken dan sebagainya. Instansi
yong terlibat dalam pelaksanaan kegiatan
tersebut adalah Dinas Sosiol, Satpal PR Panti
Sosial Pungai Sejahtera sebagai pihak yang
terlibat langsung dalam identifikasi serta seleksi
serta panti-panti sosial sebagai pihak yang akan
menerima klien.

Pelaksanaaon kegiatan identifikasi dilakukan
dengan tujuan untuk memperoleh gambaran
yang lebih jelas tentang permasalahan
penyandang sosicl guna penetapan calon
penerima pelayanan di panti. Dalom kegiatan
tersebut dilakukan dengan mencatat nama,
umur, jenis kelamin, riwayat kecacatan dan
sebagainya. Serta mengelompokkan perma-
salahan, jenis kecacatan, tingkat kecacatan dan
sebagainya. Sedangkan seleksi dilakukan untuk
menetapkan penyandang masalah sosial sesudi
dengan persyaratan untuk memperoleh
pelayanan di panti. Identifikasi dan seleksi
dengon mengelompokkan permasalahan sosial
sebagai langkah ewal guna pembinaan
selanjutnya.

Tahap identifikasi dan seleksi merupakan
tahap yang songot menentukan dalam proses
pelayanan sosial bagi penyandang masalah
sosial, ketidakjelasan otau kurang lengkopnya
data pada tahap ini akan berpengaruh
terhadap kesalohaen dalam penangonan
berupa pembinaan bagi penyandang masalah
kesejahteraan sosial. Kondisi ini teriadi dalam
penanganan gelandangan psikotik, setelah
diadakan identifikasi dan seleksi langsung
diserahkan ke Panti Sosial Eks Psikofik Pojoreken.
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Kondisi klien gangguan jiwa atau psiketik masih
dalam kondisi “gawat” yoitu masih lobil, emosi
tidok terkendali, mengamuk, melukai diri sendiri
otou dapot dikatakan belum mampu untuk
mengurus diri sendiri. Sementara itu panti sosial
Eks Psikotik Pojoreken sesuai dengan tugas dan
fungsi sebagai UPT Dinas Sosial Provinsi
Sumatera Utara hanya memberikan pembincan
bagi eks psikotik jodi bukan untuk membina
psikotik. Karena sebagian besar klien dari hasil
razia yang dikirim ke panti tersebut masih gila
atau kondisi yang masih gawat, hal ini
menjadikan pihak panti mengalomi berbagai
kendala baik yong menyongkut dana, sarana
prasarana serta pembinaan selanjutnya.

Permasalahan itu tidak okan terjadi
apabila podo tohap identifikasi dan seleksi,
tenaga ahli yong mengetahui tentang penyakit
kejiwaan khususnya ahli jiwa {Psikiater) dilibatkan
dalam kegiotan tersebut. Dari hasil wawancara
dan FGD terungkap bahwa pihak Rumah Sakit
Jiwa (RSJ} di era sebelum tahun 1990-an terdibat
langsung dalam tahap identifikasi serta seleksi
klien Penyandang Permasalehan Kesejahteroan
Sosial (PMKS), yaitu RSJ dengan mengirimkan
beberapa tenaga ahli jiwe datang untuk
memeriksa bagi gelandangan yong memiliki
kelainan jiwa. Dari diagnosa awal akan terihat
baogi gelondangan psikotik yang dinyatakan
kondisi jiwanya masih labil, mengamuk serta
merusak lingkungon akan dibowa ke RSJ untuk
mendapatkan terapi medis. Setelah kondisi
kejiwaannya sudah tenong dan depat mengurus
diri sendiri moka akan diserahkan pada Panti
Sosial Eks Psikotik Pojoreken untuk mendopatkan
pembinaan selanjutnya.

Kerjosama yang sudah terjalin dengan
baik ontar instansi terkait dolam penanganan
permasalahon sosial tidak berlanjut karena
setelah tohun 1990 pihak Rumah Sokit Jiwa (RSJ)
tidak pernoh dilibatkan lagi dalam kegiatan
tersebut,

c. Tchap penempatan sesuai dengan
Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS).

Penanganan PMKS setelah tahap
identifikasi dan seleksi sesuoi dengan
pengelompokkan permasalohan sosial, yaitu
penyandang masalah kesejahtersan sosial
[PMEKS), tahap berikutnya penyandang masalah
sosial ditempatkan di panti-panti sosial sesuai

{Tateke Yorga Terrsalarvier)

dengan permasalchan yang disandang oleh
klien.

Dalam penanganan gelandangan psikotik
dari hasil rozio atau penjaringan ditempatkan
di penampungan sementara, untuk diidentifikasi
serta diseleksi, tahap selanjuinya langsung
diserahkan diberikan bagi klien Panti Sosial
disesuaikan dengan derajat kecocatan
penderita gangguan jiwa. Pengelompokkan
disesuaikan dengan derajat kecocotan yaitu
kategori berat, sedang dan ringan sebelum
mendapatkan pembinaan yang akan diberikan.
Ada dua kelompok kategori klien Panti Sesial
yang bisa mendopatkan pembinaan odalah
sebagai berikut :

1} Klien gangguan jiwa berat adalah
mereka yang masih dolam kondisi labil
emosinya, belum bisc mengurus diri
sendiri. Klien gangguan jiwa berat
(psikotik), di Panti Sosial mereka
ditempatkan di ruang isclasi dipisahkan
dengan klien yang lainnya. Dengan
kondisi seperti ini klien gangguan jiwa
berat (psikotik) belum siap untuk bisa
menerima pembinaan karena masih
memerlukan perawatan secara medis.

2) Klien gangguan jiwa sedang dan ringan
adalah mereka yang sudah bisa
mengurus diri sendiri, emosi stabil, klien
dalom kondisi tenang tidak mengamuk.
Dengan kondisi ini klien gangguan jiwa
bisa mendopatkan pembinaan meskipun
sangat minimal sekali.

Realitas yang dijumpai di Panti Sosial Eks
Psikotik Pojoreken adaloh berbagai
permasalchan muncul pade saat klien
ditempatkan di Panti Sosial, karena sekitar 50
% kondisi klien masih dalam keadoan gawat
atou emosi labil, masih sering mengamuk,
merusak diri sendiri. Dengan kondisi klien seperti
itu tidak akan mungkin dapat menerima
pembinaan selanjutnya, karena sesuai dengan
tugas pokok dan fungsi Panti Sosial Eks Psikotik
Pojoreken untuk melaksanakan rehabilitasi sasial
bagi eks psikotik atau sesecrang yang sudah
dinyatakan oleh psikiater secara medis suclah
lebih tenang dan dapot mengurus diri sendiri
buken klien yang masih dalem kondisi emosi
lobil otau masih dalom kondisi gawat.
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Permasalahan ini dirosakan oleh pihak
ponti sangat dilematis, khususnya klien
gelandangan psikotik dari hasil razia yong
masih memerukan perowatan medis, di sotu
sisi apabila tidak diterima sebagai klien akan
melanggor hak asasi manusia sebagai seorang
warga negara yang harus dilindungi, sementara
disisi lain panti tidak mampu membiayai
pengobatan serta tidak mampu membina klien
yang masih dalom kategori psikotik.

Sesuai dengan tugas don fungsi Panti Sosial
Eks Psikotik Pojoreken yoitu untuk membina eks
psikotik dan bukan membina psikotik. Kondisi
ini menimbulkan berbagai kendala bagi panti,
menyebabkan over kopositas yang seharusnya
hanya mampu menampung 80 orang, dalam
kenyatoannya klien panti berjumlah 91 crang.
Selain itu berbagai kendala yang dihadapi
Panti Sesial Eks Psikotik Pojoreken keterbatasan
bioya operasional, khusus bioya pengobotan
sangot minim, sedangkan dar 91 klien, 50 %
masih dalem kategori psikotik yang masih
memerlukan pelayanan medis dan harus
menjalani rawat inap di Rumah Sakit Jiwa.

Permosalohan tersebut sementara ini
dopat ditangani karena antara Rumah Sakit
Jiwa dengan Panti Sosial Pojoreken masih tetap
bekerjosoma dalom menangani eks psikotik.
Setiap hari Kamis seminggu sekali pihak Rumah
Sckit Jiwa mengirimkan beberapa tenaga
medis yang terdiri dari Psikiater untuk datang
memeriksa klien di Panti Sosial. Dengan adanya
pemeriksaan rutin tersebut, bila dijumpai klien
yang mengalami gangguan jiwe berat yang
perlu perawatan mereka yang dikategorikan
masih gawat maka akan dibawa ke Rumah Sakit
Jiwa untuk mendapotkan perawatan, setelah
sembuh dikembalikan ke Panti Sosial Pojoreken.
Demikian juga pasien Rumah Sakit Jiwa yang
sudah mendapatkan rehabilitasi medis,
dititipkan ke Panti Sosial Eks Psikotik Pojoreken
guna mendapatkan pembinaan sosial selanjut-
nya. Hal ini dilakukan karena Rumah Sakit Jiwa
sudah tidak mompu untuk menampung pasien,
karena pasien sudoh melebihi kapositas daya
tampung rumah sakit jiwa,

Selama ini biayo untuk pengobatan klien
selain dari biaya operasional pihak panti, juga
mendapatkan bantuan melalui Jomkesmas
[Asuransi Kesehatan Masyarakat miskin), dan
bantuan ini hanya diberikan bagi klien yang
ielas latar belakang keluarganya. Yang menjadi
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permasalahan bagi pihak Panti Scsial, karena
sebagian besar gelandangan psikotik dar hasil
razio tidak jelas latar belakang keluarganya.

Kendala ini merupakan lingkaran yang
tidak ade ujung pangkalnya karena pena-
nganan penderita gangguan jiwa memerlukan
keterpaduan antara pelayanan medis berupa
obat-obatan serta pelayanan sosial. Dengan
demikian keteraturan minum obat sangot
penting bagi penderite gangguan jiwa, karena
ketidakteraturan minum obat akan berdampak
pada kambuhnya gangguan jiwa seseorang.
Searang klien akan bisa menerima pembinaan
apabila secara medis mereka tenang dan bisa
mengurus diri sendiri, dengan demikian klien
untuk mendopatkan pembinaon selanjutnya.

Secara keseluruhan pembincan yang
dilakukan bagi klien panti yang berasal dari
rozia maupun yang berasal dari keluarga dan
masyarakat. Pembinaon yang dilakukan bagi
klien di panti Pojoreken, dari 91 orang klien
panti, hanya 30-40 erang yang bisa dibina
meskipun sangat minimal sekali. Bentuk
pembinaan berupa bimbingan mental, fisik
serta spiritual bentuk kegiatan yang lainnya
berupa pengenalan lingkungan, berkebun, olah
raga, pertanion yaitu menanam wortel dan
selada. Dengan melihat kondisi sebagian besar
klien panti masih dalam kategori psikotik maka
pembinaan selanjutnya belum bisa
dilaksanakan sesuai dengan tahopan-tahapan
pelayanan rehabilitasi sosial.

Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bagi klien
panti sesuai dengan petunjuk teknis panti selama
3 tahun, ckan tetapi dalam prakteknya sebagian
besar sompoi seumur hidup atau sampai wofat
khususnya bogi gelandengan psikotik yang
tidak jelas lotar belakang keluarge.

Dalam melaksanckan kegiatan panti,
sumber dono operasional berasal dari APBD,
Dharmais dan kompensasi BBM. Besarnya
dana yang diperoleh dalam kenyataannya
untuk menunjang kegiatan operasional panti
dana tersebut hanya bisa digunakan untuk
kebutuhan SOSH (bicya makan sehari-hari),
sedangkan untuk kebutuhan biaya pengobatan
sangat minimal sekali. Bagi penderita
gangguan jiwa kesembuhan sangat tergantung
dari obat-obetan guna untuk mempercepat
hilangnya atou berkurangnya gejola-gejala
psikiatrik. Harga obot-obatan untuk penderita
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gangguan jiwa sangat mahal, oleh karena itu
bioya pengobatan untuk klien panti membutuh-
kan dona yang sangat besar.

Meskipun Panfi Sosial Eks Psikotik Pojoreken
bekerigsama dengan Rumah Sakit Jiwa dapat
mengatasi berbagoi kendala tersebut, akan
tetapi berdompak terhadap minimnya dalom
pemenuhan kebutuhan dasar yaitu makan,
pakaian, obat-cbatan, perlengkapan mandi,
serta fasilitas yang loin maupun pembinaan
yang seharusnya mereke dapatkan. Belum
tuntasnya pelaksanaan penangonan penderita
psikofik sesuai dengan tahap-tohap pelayanan
rehabilitasi sosial, tenoga-tenaga sosial tidak
sebanding dengan jumlah klien yang ditangani.
Berbagai permasalahan ini menyebabkan
pelaksanaan rehabilitasi sosial belum berjalan
secara optimal yaitu terbina dan terentasnya
penyandang eks psikotik sesuai dengan tujuan
penanganan masalah sosial penyandang cacat
mental eks psikotik sehingga mampu melak-
sanakan fungsi sosialnya dalaom kehidupan di
masyarakat. Kualifikasi klien, pelaksana
peloyonan sosicl serta sorona dan prosarang
penunjang program pelayonon panti sosial
sangat berpengaruh pada terentaskannya klien
[gelandangan psikotik). Oleh karena itu
pelcksanaan kegiotan rehabilitasi sosial bagi
eks psikotik dapat dikatakan belum sepenuhnya
dopat menangani dan menuntaskan masalah
sosial dalam hal ini gelandangan psikotik
karena berbogai kendala tersebut.

4.  Peran dan Bentuk Kerjosomao Antora Stake-
holders di Daerch dalam Penanganan
Gelandangon Psikotik

Penanganan gelondangan psikotik
memerlukan keterlibatan dari berbogai pihak
baik suatu instansi/lembaga pemerintah, swosta
maupun partisiposi masyarakat, karena
masalah sosial merupokan tanggungjowab
semuc elemen masyarokot, Proses penanganan
gelandangan psikotik yang seloma ini sudah
diloksanokon diowali dari tahap rozia/
penjaringan, penempatan sementara dan
penempotan sesuai dengan PMKS atau iahap
rehabilitasi sosial. Bentuk kerjasama dan peran
dari masing-masing Intansi, Llembaga,
masyarakat yang dilakukan pada proses
tersebut adaloh sebogai berikut :

a. Tohap Razia/penjaringan

Pada tahap ini, untuk melakukan
kegiotan razio merupakan satu Tim rozia
yang terdiri dari instansi/lembaga peme-
rintah daerah untuk melakukan kegiatan
tersebut, peran dari Dinas Sosial Propinsi/
Kota sebagai leading sector bersama-
sama Pemerintah Daeranh, SatPol PP
melaksanakan razia setiop 3 bulan sekali.
Di ero otonomi doerah ini kewenangan
atau kebijakan ado pada pemerintah
doerah setermpat untuk secara bersama-
sama menangani permasalahan sosial
yang ado di doerah tersebut. Berkoitan
dengan masalah tota kota menyangkut
kebersihan, keamonanan dan kenya-
manan doerchnya merupakan tanggung-
jowab Pemnda beserta jojarannya dalam
hal ini Dinas Keamanan dan Ketertiban
Kota (Satpel PP) bersoma-sama dengon
Dinas Sosial untuk menciptokan doerah
yang aman, nyaman, tertata serta
membantu masyarakat yang terlantar untuk
ditempatkan serta dipulihkan kembali
keberfungsian saosialnya dengan men-
dapatkan pelayanan baik fisik, psikis dan
sosial. Kerjosama antar instansi/lembogao
yang merupakan sotu fim meloksanakan
razia cukup optimal, hal ini dapat dilihat
dengan koordinasi sebelum maupun
pada soat peloksanaan razio yong selalu
rutin dilakukan setiop 3 bulan sekali dan
pada saat cokan ada kunjungan pejabat
ke daerah, untuk menciptakon suasona
kota yang bersih, tertata serto nyaman.

b. Tohap Penempotan Sementara

Instansi/lembaga yang berperan
dalam tahap ini Dinas Sosial yang
melibatkan Pekerja Sosial, Panti Sosial
Gelandangan Pengemis di Binjai sebagai
tempat untuk menompung sementara
sebelum klien mendapatkan rehabilitasi
sosial sesuai dengan permasalahan
sosialnya. Kegiatan identifikasi dan seleksi
dilakuken Dinas Sosial bersama-sama
dengan Panti Sesial Gelendangan
Pengemis, keterlibatan Pekerja Sosial
dalom proses identifikasi dan seleksi guna
mendapatkan program pelayanan
selanjutnya. Khusus untuk penanganan
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gelandangan psikotik yong berbeda
dengan penyandang masalah sosial
lsinnya, pada tahop identifikasi don seleksi
merupokan proses awal yang sangat
menentukan untuk mendapatkan pem-
binaan selanjutnya. Dengan demikian
pada proses ini peran RS) dari aspek
kejiwaan sanget diperlukan untuk
mengetahui kondisi kejiwoan sesecrang
apakah masih delam kondisi kejiwaan
yang tidak stabil emosinya (psikotik),
ataukah dolam kondisi yang lebih tenang
emosi kejiwaannya. Dalam tahap ini peran
RSJ belum dilibatkan secara optimal yang
seharusnya peran mereka songat dibutuh-
kan untuk membantu klien mendapatkan
pelayonan medis serta pelayanan sosial.
Kerjasama antar instansi/lembaga terkait
belum sepenuhnya dapat berjalan dengan
boik atau belum dilibatkannya instansi/
lembaga yang berkaitan dengan aspek
kejiwaon (RSJ). Dengan demikian proses
penangonon pada tohap ini belum
sepenuhnya dopat berjalan seperti yang
diinginkan, yaitu tertanganinya gelan-
dangan psikotik untuk diterima atau
disalurkan ke panti eks psikotik sesuai
dengan derajat kecacatannya.

Tohap Penempatan sesuai PMKS atau
Rehabilitasi Sosial

Padao tohap rehabilitasi sosial, instansi
yang berperan dalam pelayanan ini Dinas
Sosial, Panti Sosial Eks Psikotik, RSJ,
Kepolision, Agoma, Puskesmas, jaringan
kerjosama cukup opfimal. Hal ini karena
upaya rehabilitasi adalah untuk mem-
persiapkan klien mampu mengurus diri
sendir, berguna bagi diri sendiri serta
mempersiapkan kelak agar dapat
berfungsi kembali di lingkungannya,
dengan demikian keterlibatan instansi/
lembaga tersebut sangat diperlukan guna
membantu klien pada tahap rehabilitasi.
Tahap rehabilitasi sosial, klien mendapat-
kan bimbingan mental, spiritual, sosial dan
ketrampilan. Dart hasil pemeriksaan medis
dari RSJ klien dinyatakan sudah fenang,
emosi stabil dan layak untuk mendapatkan
rehabilitasi sosial, RS) berperan untuk
memulihkan klien dan aspek kejiwaannya.
Kerjosama selama ini terjalin dengan baik

sekali, setiap hari Kamis seminggu sekali
secara rutin tenaga RSJ datang untuk
memberikon perowaton medis psikiatris.
Sedangkan peran pihak kepolisian
meloksanakan pembinacn dari aspek
mental berkaiton dengan bimbingan
tentang kedisiplinan, bersama-sama
dengan bidang agama untuk membantu
memulibkan kondisi jiwa spiritual bagi klien.
Sebagion besar klien panii sosial adalah
mereka yang kondisi ekonomi tidak
mampu, serta tidak jelas latar belakang
keluarganya, oleh kareno itu untuk
memenuhi kebutuhan obot-obatan baik
untuk pengobatan fisik don psikis
kerjasama dengan Dinas Kesehotan/RS)/
Puskesmas untuk mendapatkan keringan-
an atau pengobatan gratis bagi klien panti
sosial. Meskipun belum sepenuhnya
mendapatkan keringanan okan tetapi
adanya bantuan itu akan meringankan
pihak panti dalam memberikan pelayenan
medis bagi kliennya.

Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat
Pelaoksanaan Penanganan Gelandangan
Psikotik

Penanganan gelandangan psiketik yang
sudah diloksanakan didalom peloksaonaannya
tidak dapat terlepas dari Instansi atau Lembago
terkait, peran serta mosyarakat dan lembago
swasta yang peduli dengan permasalohan
tersebut. Dalam pelaksanoan penanganan
berbagai kendola dihadapi yang tentunyo
membuat upaya penangonan belum berjalan
secara optimal, akan tetapi adanya kesadaran
dari masing-masing pihak untuk menangani
permasalahan ini merupokan respon yang baik
demi tertangani masalah gelandangaon psikotik.
Berbagai foktor pendukung dan penghambat
dalam pelaksancan penanganan tersebut
daopat dijeloskan sebagai berikut :

5.

a. Faktor Pendukung

1) Respon yang positif dari instansi terkait
yaitu Dinas Sosial, Dinas Kesehatan,
Rumah Sakit Jiwa, Kepolisian,
Keamaonan dan Ketertiban, Panti
Sosial, LSM serta Masyorakat untuk
melakukan koordinasi dalam
menangani masalah gelandangan
psickotik dari mulai tahap razig,



2)

3)
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penempatan sementara dan penya-
luran ke panti atau lembaga yang
peduli dengan masalah gelandangan
psikotik,

Kesadaran yang finggi dari masing-
masing tenaga pelaksana yang
meliputi tenaga medis dari Rumah Sakit
Jiwa, Satpol PR Kepolisisn, Panti Sosial
untuk memberikan yang terbaik bagi
pembinaan PMKS (Penyandang
Permasalahan Kesejahteraan Seosial)
khususnya gelandangan psikotik.

Kepedulian dari masyarakat sekitar
untuk melakukan tindokan dengan
melopor pada pihak-pihak terkait
apabila di lingkungannya terdapat
PMKS untuk segera mendapatkan
pembinaan lebih lanjut.

b. Fakifor Penghambat

1)

2)

4)

Belum ada Peraturan Daerch (Perda)
yang mengatur tentang penanganan
bagi Penyandang Permasalahan Kese-
johteraan Secsial (PMKS) khususnya
gelandangan psikotik.

Belum ada Mol antar instansi atou
lembaga terkait dalam penanganan
Penyandang Permaosalochan Kesejoh-
teraan Sosial (FMKS) khususnya
gelandangan psikotik.

Penanganan gelandangan psikotik
yarg sudah dilakukan berjalan sendiri-
sendiri sehingga dalam pembinaan
selonjutnya khususnya di panti sosial
belum bisa dilaksanakan tahapan
pembinaon selanjutnya

Tidak dilibatkannya pihck Kepolisian
dan Rumach Sckit Jiwo dalom tohap
razia dan seleksi mengakibatkan
dalam pengelompokkan dan penem-
patan PMKS khususnya gelandangan
psikotik saloh sosaron sehingga
mengalami kesulitan untuk mendapat-
kan pembinaan selanjutnya.

Belum ada aturan baku yang khusus
mengatur bagi gelandangan psikotik
yang tidak jelas latar belakang
keluargaonya, agar mendapatkan

(Tateks Y oga Taeralivrane)

pelayanan di Rumah Sakit Jiwa serta
mendapatkan asuransi kesehatan.

&) Belum .adanya data yang akurat
tentang jumlah gelandangan psikotik
sehingga berpengoruh dalam
penanganan masalah tersebut.

7) Keterbotasan sarana bagi penderita
gangguan jiwa prosas penyembuhan
secara medis sangat menentukan untuk
penanganan selanjutnya, bioya obat-
cbatan sangat mohal kemampuan
panti sangat terbotas, sehinggo
menyebabkan pelayanan rehabilitasi
sosial yang diloksonakan senget mini-
mal sekali belum berani memberikan
pembinaan lanjut.

6. Haropan 5olusi Penanganan Gelan-
dangan Psikotik

Penanganan bagi penderita gongguon
jiwa/mental yang hidup menggelandang
diperlukan adanya keterlibatan instansi-instansi
terkoit don masyarakat karena tanpa adanya
keteribotan dari masing-masing instansi terkait,
penderita gangguan jiwa yang hidup
menggelandang tidak dopat kembali ke
lingkungan sosialnya. Kesiapan pihak keluarga
dan masyarakat untuk menerima mereka,
merupakan serangkaian proses panjang
pengobatan bagi penderita gangguan jiwa.
Berbogai kasus yang dapat dijumpai di
masyarakat, menunjukkan sebagion masyarakat
masih memberikan stigma negatif bahkan sering
dijumpai keluarga tidak mau menerima
penderita gangguan jiwa setelah selesai
menjalani rehabilitosi medis maupun sosial.
Berbogai kendala tersebut justru akan
mengganggu proses penyembuhon bagi
penderita gangguan jiwa.

Upaya penanganan gelandangan psikotik
menyangkut upaya pencegahan sampai
dengan rehabilitasi medis serta sosial bagi
gelandangan psikotik. Oleh korena itu harapan
dalam penanganan penyandang masalaoh
sosial fersebut harus memenuhi beberapa aspek
yang meliputi aspek legalitas, koordinasi serta
keterpaduan antar instansi terkait yang meliputi
Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Kepclisian,
Keamanan dan Ketertiban, Panti Sosial Eks
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Psikotik, Lembaga Swodaya Masyarckat dan
Masyarokat di doerah tersebut, adalah sebagai
berkut:

o. Adanyo kesepaokatan bersama (Moll)
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antar instansi terkait yang meliputi Dinos
Sosial, Dinas Kesehatan, Kepolisian,
Keamanan don Keterdiban, LSM. Dinas
Sosial Provinsi Sumatera Utara untuk
memfasilitasi dengan membentuk suatu
“TIM TERPADU" yang meliputi Dinas-
Dinas terkait, Kepolision, Satpol PR
Rumah Sakit Jiwa, Panti Sesial,
Masyarakat, LSM diewali sejok proses
razia sampaoi dengan pembinaan
selanjutnya dolom penanganan gelan-
dangan psikotik.

. Kerjasama dan aturan yang jelas bahwe

permasalahan  ini  merupakan
tanggungjawab kita bersama dan semua
pihak-pihak terkait, masing-masing harus
terlibat dalom menangani permasalahan
ini. Aturan tentang gelandangan psikotik
berupa Peraturan Daoerah (Perda) tetap
diperdukan untuk mengantisipasi tuntutan
dari pihak-pihak tertentu yang bisa
menimbulkan suatu masalah dengan
aodanya aturan yang tegas akan
I'I'IEITILI'EII:]E"IkCIﬁ dcﬂum pelﬂkﬁﬂﬂﬂﬂﬁ
penanganan gelandangan psikotik.

. Upaya penanganan gelandangan

psikotik dapat dimulai dari muatan lokal
yang merupakan wujud kepedulian
masyarakat atou suatu tanggungjowalb
sosial. Ada suatu masyarakat di Indone-
sia yang memiliki kemampuan untuk
mengadakan patrali di lingkungan
daerchnya, sehinggo doerah tersebut
tidak satupun atau bebas dari para
gelandangan pengemis termasuk
psikotik, anak jolanan dan perma-
salahan sosial lainnya. Dari pada
menunggu aturon dan membuat Mol
yang tentunya memerlukan waktu. Oleh
karena ity diharapkan Dinas Sosial
Provinsi Sumatera Utera bisa mengedopsi
penanganan pada suatu kelompok
masyarakat di daerch tersebut, untuk
menangani masalah ini di daerah-
daerah lain, karena hal ini sudah terbukti
dopat menyelesaikan masalah dengan

keterlibatan atau kepedulian masyarakat
di daerah tersebut.

. Khususnya bagi gelandangan psikotik

yang tidak jelas latar belakang
keluarganya sebaiknya dalom Peraturan
Daerah tersebut ditegaskan bahwa peran
Dinas Sosial untuk memberikan tempot/
menampung bagi mereka. Melihat
kondisi di RumahSakit Jiwa maupun Panti
Sosial Eks Psikotik Pojoreken yang sudah
melebihi kapasitas daya tampung,
terpat di Panti Sosial Gelandangan dan
Pengamis Pungai Sejahtera Binjai yang
masih memiliki lahan sangat luas untuk
menampung gelandangan psikotik.

. Diharapkan dari hasil penelitian ini dopat

menekan pihak Deparemen Sesial/Pusat
agar lebih memperhatikan Panti Sosial
bogi gelandangan psikotik yong ada di
daerah-daerch, dimana pada kenya-
taannya anggaran dari provinsi yaitu
APBD tidok cukup memadai untuk biaya
operasional. Selain itu menjadi tan-
tangan bagi Dinas Sosial, Rumah Sakit
Jiwa, Dinos Kesehatan untuk menampil-
kon data yang lebih memadai/akurat
tentang gelandangan psikotik sehingga
akan memudahkan dalom memberikan
penanganan bagi gelandangon psikotik.

Khusus untuk pengobatan bagi penderita
gangguan jiwa membutuhkon biaya
besar karena obot-obatan untuk
penderita gangguan jiwa sangat mahal,
oleh karena itu upaya penanganan
sebelum jadi gilo berupa pencegahan/
preventif dimulai dari lingkup keluarga
bagaimana seharusnya menciptakan
suatu kondisi yang mendukung untuk
perkembangan pribadi masing-masing
anggota keluarga.

. Upaya kuratif yong selama ini sudah

dilokukan oleh Dinas Kesehatan
khususnya bagi crang yang mengalami
gangguan jiwa melalui Jamkesmas bagi
masyarakat miskin yang membutuhkan
biaya pengobatan dan disclurkan lewat
Rumah Sckit Jiwa.Yang menjadi kendala
khusus untuk orang gila menggelandang
yang tidak jelas keluarganye selama ini
Dinas Kesehatan belum bisa mendanai



Steakeholders Dalam Penanganen Gelondangan Psikotik [N Daeral

untuk pengobatan terkendala syarat-
syarat administrasi padahal soloh sotu
syarat administrasi harus dapat dipenuhi.

h. Khusus untuk gelandangan psikotik yang
tidak jelas latar belakang keluarga
seharusnya ada aturan baku yang dapat
mengatur mereka atou ada keluwesan
bagi wargoa masyarokat yang
mengalami gangguan jiwa yang tidak
jelas keluarganya.

i. Penanganan gelandangan psiketik,
Dinas Kesehatan harus proaktif
mensosialisasikan atau mengkam-
panyekan tentang Jamkesmas (Jaminan
Kesehotan Masyorakaot) pada maosyo-
rokat khususnya bagi masyorakat yang
memiliki anggota keluarga berkelainan
jiwa.

. Bagi gelandangan yang secara
administrasi tidok depat dimasukkan
dalam Jamkesmas salah satu solusinya
dari pihak Dinas Sosial, Kepolisian,
Satpol PP ada pernyataan tentang
kondisi gelandangan yang tidak jelas
keluarganya, sehinggo diharapkan
dopat memudahkan dalam pengurusan

Jaminon Kesehoton Masyarakat
{Jamkesmas) seperti warga mosyarakat
lzinnya.

VIIILKESIMPULAN DAN SARAN

Penanganan gelandangan psiketik dari
proses rozia, penempatan sementara dan
penempatan sesuai PMKS atau rehabilitasi
sosial belum sepenuhnya dopat dilaksanakan
secaro ferencana, terpodu dan berkelanjutan/
terkesinambungan, selame ini penanganan
cenderung lebih bersifot sektoral dan individual
atau terkesan dilakukan sendiri-sendiri dari
masing-masing institusi/lembaga, belum
menunjukkan suatu keselarasan serta
kesinambungan kerja dari institusi/lembaga
terkait dan peduli dengan permasalahan
gelandangan psikotik. Selain itu berbagai
kendola yong tentunya berpengaruh dalom
penanganan masalah tersebut sehingga belum
mendopatkan hasil seperti yang diharapkan,
payung hukum/Perda yang mengatur tentang
gelandangan psikotik belum ada, minimnya

(Tateki YVogn Tirrslarizg

data tentong populasi gelondangan psikotik,
dengan kodisi seperti ini menyebabkan
penanganan gelandangan psikotik belum
sepenuhnya dilakukan dengan optimal.

Disarankan kepoda Pemerintoh Doerah
agar menyusun suatu kebijokan berkaitan
tentang peraturan doerah yang seharusnya ada
pada setiap doerah dalam penanganan
gelandangan psikotik secara terpadu lintas
sektor/lintas instansi. Adanya payung hukum
yang menjodi acuan dalom setiop kegiatan
penanganan gelandangan psikotik, adanya
landasan hukum untuk menghindari saling
lempar tanggungjowab. Aspek legalitas sangat
dibutuhkan mengantisipasi hal-hal yang tidak
diinginkan berkaitan dengon siopa yang
seharusnya berwenang serta bertanggungjowab
dalam permasalahan ini. Dengdn adanya
payung hukum akan semakin jelas pelaksanaan
penangaonannya, sehingge masalah
gelandangan psikotik daopat tertangani dan
terentaskan serta daopat berfungsi kembali di
lingkungan keluarga dan lingkungan
masyarakatnya.
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